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ABSTRAK

Asuransi merupakan suatu produk yang saat ini minim dimiliki oleh masyarakat Indonesia.
Masyarakat rata — rata ragu untuk memiliki produk asuransi, karena merasa tidak terlalu banyak
manfaatnya dan merasa banyak dirugikannya. Hal ini akan menjadi suatu tantangan untuk agen
asuransi dari Prudential life insuranceuntuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang asuransi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi marketing communication agen asuransi
prudential life insurance. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk
mengungkap informasi secara lebih jelas, dengan melakukan pencarian fakta menggunakan
interpretasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan komunikasi serta konsep
Customer Relationship Management. Hasil dari penelitian ini adalah agen dari PT Prudential life
insurance menggunakan strategi marketing communication yaitu personal selling serta sales
promotion. Dalam kegiatan personal selling agen akan melakukan edukasi dan memberikan
pemahaman apa itu asuransi dan manfaat apa saja ketika nasabah mengambil program asuransi
tersebut. Kegiatan sales promotion ini dilakukan dengan memberikan suatu penawaran kepada calon
nasabah seperti memberikan cash back, kupon belanja, dan penawaran menarik lainnya. Selain
melakukan penjualan tugas agen adalah melakukan after sales. After sales dilakukan ketika agen
akan melakukan claim dan penarikan dana investasi.

Kata kunci: Tinjau Asuransi dan ke tentuan Hukum

ABSTRACT

Insurance is a product that is currently lacking in Indonesian society. The average community is
hesitant to have an insurance product, because they feel there are not too many benefits and feel a
lot of loss. This will be a challenge for insurance agents from Prudential Life Insurance to provide
education and understanding of insurance. This study aims to determine the marketing
communication strategy of prudential life insurance insurance agents. In this research use
descriptive qualitative method to reveal information to be clearer by doing fact finding using the
right interpretation. In This research uses communication planning theory and customer
relationship management concepts. The results of this study are agents from PT Prudential life
insurance using marketing communication strategies namely personal selling and sales promotion.
In personal selling activities agents will educate and provide an understanding what of insurance
and benefits are when customers take the insurance program. Sales promotion activity is carried
out by providing an offer to prospective customers such as providing cash back, shopping coupons,
prize draws and other attractive offers. In addition to selling, the agent's job is to do after sales.
After sales are done when the agent will claim and withdraw investment funds.
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PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia
menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat
pertumbuhan didalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin
banyak nasabah yang mengunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam
risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab
tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal ini tentu saja menjadi sebuah
keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi,
dimana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan
produk yang mereka miliki.Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang belum
memahami atau bahkan sama sekali tidak mengerti tentang asuransi, jenis-jenis asuransi,
tujuan berasuransi, dan manfaat asuransi, apalagi untuk mengetahui lebih dalam tentang
asuransi khususnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dasar Hukum Asuransi Indonesia

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian
dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi
untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen
(peristiwa tidak pasti) .

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan
mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi
asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak
ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak
pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau
hidupnya seseorang yang dipertanggungkan, menurut Ketentuan Undang—undang No.2
tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”) yang
sudah dicabut oleh Undang—undang No. 40 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang
Perasuransian yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut : Asuransi adalah perjanjian
antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi
penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian,
kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau
pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang
besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
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Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk
perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata,
namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-
untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuan untung—untungan (kans-
overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi
semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum
tentu”.

Beberapa hal penting mengenai asuransi:

» Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata; Perjanjian
tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan
Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan
dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan
Konsumen,;

* Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat
juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima
tanggungan;

2. Tujuan Asuransi
a. Pengalihan Risiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang
mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada
perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.

b .Pembayaran Ganti Kerugian

Jika suatu ketika sungguh—sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian
(risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti
kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian
yang timbul itu dapat bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total
(total loss).

Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh
pembayaran ganti kerugian yang sungguh—sungguh diderita.

Dalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi
(diatur dalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dimana penggantian hak
si berpiutang (tertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung/pihak asuransi) — yang
membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) — terjadi baik karena persetujuan
maupun karena undang-undang.

3. Polis Asuransi
1. Fungsi Polis

Menurut ketentuan pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut “polis” yang
memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar
pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai
tujuan asuransi . Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah
terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis, maka para pihak (khususnya
Tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis
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dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan
perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (dispute).
2. Isi Polis
Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa
harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;

. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;

Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;

. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);

Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggung;

Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;

. Premi asuransi;

. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-
janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan
BANKER’S CLAUSE, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan
kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

Untuk jenis asuransi kebakaran Pasal 287 KUHD menentukan bahwa di dalam

polisnya harus pula menyebutkan:

1. letak dan batas barang tetap yang dipertanggungkan;
2. penggunaannya,
3. sifat dan penggunaan bangunan-bangunan yang berbatasan, selama hal itu dapat
mempunyai pengaruh terhadap pertanggungannya;
4. nilai barang yang dipertanggungkan;
5. letak dan batas bangunan dan tempat, di mana barang bergerak yang dipertanggungkan
berada, disimpan atau ditumpuk.
3.Jenis Klausula Asuransi
Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara
tegas dalam polis, yang lazim disebut Klausula asuransi yang maksudnya untuk mengetahui
batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi
peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis asuransi tersebut ditentukan oleh sifat
objek asuransi itu, bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausula-klausula yang
dimaksud antara lain:
a. Klausula Premier Risque
Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi
kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah
yang diasuransikan (Pasal 253 ayat 3 KUHD). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi
pembongkaran dan pencurian, asuransi tanggung jawab.
b. Klausula All Risk
Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang
diasuransikan. ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat
peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal

276 KUHD) dan karena cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD).
c¢. Klausula Total Loss Only (TLO)

Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang
merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.
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d. Klausula Sudah Diketahui (All Seen)

Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa
penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan
yang diasuransikan.

4. Batalnya Asuransi Menurut Hukum

Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan suatu
perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila
tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH
Perdata.

Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi:

- Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak
memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan
kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal
251 KUHD);
Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani
(Pasal 269 KUHD);

Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan
membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272
KUHD);
Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282
KUHD)

KESIMPULAN

Terkait dengan jurnal ini kami sebagai penulis menyimpulkan bahwa asuransi
merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal
1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang
bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.Menurut
Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuan untung—untungan (kansovereenkomst) adalah
suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun
bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.
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